
 

 
 

  
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 116 /Kep.Bup/BKAD/2024 

 

TENTANG 

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan dan 

Penatausahaan Pengelolaan Dana dan pelaksanaan 
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan 

Pendidikan (BOSP) pada Satuan Pendidikan Negeri yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 
dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, 
maka perlu menetapkan Penanggung Jawab dan 

Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 
Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara 
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri 
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2755); 
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2.  Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoensia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

8.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6793); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

15.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1342); 

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 
Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200); 
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Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana 
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan 
Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2.  Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 
420/275/Dikbud/2024 Tanggal 21 Februari 2024 

Perihal Usulan Penanggung Jawab dan Bendahara 
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 
Tahun Anggaran 2024. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 

KESATU : Menunjuk Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara 
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini. 

 
KEDUA : Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Satuan 

Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab : 

a. menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala SKPD; 

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ats 

beban anggaran belanja Dana BOS; 

c. melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri, 
Satdiksus negeri, atau Satdikdas negeri yang dipimpinnya; 

d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran Dana BOS; 

e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak 
lain dalam batas anggaran Dana BOS yang telah 

ditetapkan; 

f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja 
Dana BOS; 

g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan 
belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS setiap 
bulan; 

h. melaporkan penerimaan dan Belanja Dana BOS setiap 
semester kepada PA melalui PPK-SKPD; 

i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS 
setiap tahan penyaluran; 

j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak 
Dana BOS; 

k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik 

daerah dari Dana BOS; 
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l. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS kepada PA 
melalui PPK-SKPD; 

m. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan 
persetujuan komite sekolah; 

n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang menjadi 

tanggung jawabnya; dan 

o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
KETIGA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 

Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana         
Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang : 

a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS; 
b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS; 

c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku 
kas umum dan kas pembantu; 

d. membayar belanja dari Dana BOS; 

e. menerima dan menyimpan bukti peryanggungjawaban 
Dana BOS; 

f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu 
Dana BOS setiap bulan; 

g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan 
dan belanja Dana BOS setiap bulan; 

h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan 

Dana BOS setiap semester dan/atau sisa Dana BOS; 
i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi 

penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran; 
j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS; 

k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang 
milik daerah dari Dana BOS; 

l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS; 

dan 
m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 

 
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2024 sampai dengan 31 Desember 2024. 
 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 13 Maret 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

ttd 
 

 

ANWAR SADAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
AGUS SUMANTRI, SHI.,MH 

NIP. 19870811 201101 1 001 
 


